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TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK

DENGAN RAHMATTUHAN ANG MAHA ESA

BU.PATI PADANG LAWAS UTARA

a. bahwa pendidikan dan kesempatan belajar seluas

mungkin bagian untuk rnengembangkan bakat dan

minatnya merupakan modal utama untuk pembangunan

sumber daya manusia yang berkualitas;
b. bahwa perkawinan usia anak akan berakibat bunrk pada

kesehatan ibu 'dan anak, psikologis anak, memicu

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan,
dan rendahnya kuatitas sumber daya manrrsia, karena ittr
perlu upaya pencegahan dan penanganan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan hunrf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pencegahal dan Penanganan Perkawinan

Usia Anak.

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahuri t974 tentang Perkawinan

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor

1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3019) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang
Nomor 16 Tahun 2olg Tentang Perubahan atas undang-

undang Nomor 1 Tahun t974 tentang Perkawinan

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol9 Nomor

6ao 1);

3. Undang-undang Nomor 39 Tahun L999 tentang Hak Asasi

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Lggg Nomor 169, Tambahkan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3886); r)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentaflg

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2oo2 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 42351 sebagaimana telah

diubah undang-undang Nomor 23 Tahun 2oL4 Nomor

2g7, Tarmbaharr ftrnba.ran Negtrra Republik Indonesia

Menimbang

Mengingat



Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO4 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 95,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5063);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2OOT tentaflg

Pembentukan Kabupaten Padang Lawas utara di Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a7531; a'

7. Undang-undang Nornor 23 Tahun 2ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Ta6un 2Ol4 tNomor 224, Tambahan Irmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Ilndang Nomor 23 Tahun 2oL4 tentang Pemerintatran

Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5697);
8. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2oo9 tentang

penyelenggaraarl Pencegahan dan Perlindungan
perempuan dan Anak korban Tindak Kekerasan

(Lembaran Daerah Provinsi sumatera utara tatrun 2oo9

Nomor 15, Tambahan Irmbaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Nomor 45).

MEMUTUSKAN

Menetapkart : PERATURAN BUPATI TENTANG

PERKAWINAN USIA ANAK.

PENCEGAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn peraturart Bupati ini Yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara'

2. pemerintah Daerah adatah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi

Kewenangan Daerah Otonom.
3. Kabupaten adalnh Kabupaten Padang Lawas utara.
4. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara'
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya

disingkat DP3AP2KB adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusart
pemberdayaan Perernpuan dan Perlindungan AnaL dan Keluarga Bereflc€ifla'

6. Unit pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak ya,fg

melaksanakan kegiatan teknis operasional perlindungan perempuan dan

I
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anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

7. Pemangku kepentingan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/ Kelurahan, LSM, Dunia Usaha
dan segenap pihak yarrg secara langsung atau tidak langsung
melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah
Perkawinan Usia Anak.

8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut dengan Kl,A adalah sistem
pembangunan di wilayah kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan
sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana
sec€rra menyelumh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan
pemenuhaiil hak anak.

9. Gugus T\rgas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut dengan KLA

adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan
upaya kebijakan, prograrn, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA

10. Pencegahan Perkawirian Usia Anak adalah upaya berupa kebijakan,
program, kegiatan, aftsisosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah, orang tua, anak, dan masyarakat dalam rangka
mencegah terjadinya perkawinan usia anak dan menurunkan angka
perkawinan usia anak di daerah.

ll.Anak adalah seseorErng yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
tetmasuk ada yarig masih di dalarp kandungan.

12. Perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkal Ketuhanan Yang Maha Esa.

13. Perkawinan Anak adalah perkawinan yang dilakukan antaJa seorang pria
dengan seof.ing luanita yang salali satLl atau keduliilya masih bezuSla tifl,ik.

14. Dispensasi kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim untuk
(Sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.

15. Psikolog anak adalah seorang ahti dalam bidang pralrtek psikologi, yang

mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani
.konsultasi psikologi bag, anak dan memberikan keterangan atau
pendapatnya terkait dengan psikologis anak.

16. Konselor adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai
keahtian melakukan pendampingan anak yang melakukan Perkawinan Usig'

Anak, untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan

dan pemulihan diri anak yang melakukan perkawinan usia dini.
17. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis,

advokasi, dan bimbingan rohani guna penguatan diri anak yang melakukan
perkawinan usia dini untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi,

18. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan utama untuk menjamin dan

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang

dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kernanusiaan, serta mendapat perlindunga-n dari keketasan dafl
diskriminasi.

19. Pemberdayaan adalah proses cara, upaya memberikal kemampuan atau

keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya'
20. Orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung dan/ atau ibu tiri, atau ayah

dan/atau ibu angkat.
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21. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial
dan atau organisasi kemasyarakatan.

22.Forum Anak adalah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya
adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau
organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh
pemerintah yang mempunyai tujuan unttrk mengkomunikasikan
pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak,
menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak dan media kompetisi
prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan
berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.

23. Kekerasa.n adalah setiap perbuatan yang berakibat atau *, dapat
mengakibatkan kesengsa.raan atau penderitaan beik flsik, seksu6.l,
psikologis, dan psikis terhadap korban.

24.Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat KDRT adalah
setiap perbuatan terhadap seseorang tenrtama perempua.n, yang berakbiat
timbulnya kesengsarahn atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis
dnn/atau penelentaran rumah tangga termasuk ancarnarl untuk melakukan
perbuatan, pemaksaan, atau perarnpasan kemerdakaan secara melawan
hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 2
(1) Peneegahan pcfkeurin€rn usia enak befclasafkeid:

a. non diskriminasi
b, kepentingan terbaik bagi anak;
c. pemenuhan hak anak:
d. partisipasi; dan
e. pemberdayaan.

(2) Pencegahan Perkawinan usia anak bertujuan untuk :

a. meivi,ij[dkan peflindungan anak dan menjamin pemeniihan hal{ anak;
b. mewujudkan anak yang berkualitas,berakhlak mulia,dan sejahtera;
c; meningkatkan Kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;
d. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak termasuk

perdagangan anak;
€: mencegah te{adinya tindakan KDRT;
f. mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (duabelas)

tahun dalam rurngka meningkatkan kualitas surnber daya rnanusia;
g. .meillrunkan angka kemiskinan; dan
h. menurullkan allgka ketnatian ibu dan ba)rl,

BAB II
SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3
(1) Sesaraii elalam Perarufan Bupati ini clirlijukail ufltuk eiiek, ofaiigttia,

keluarga, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
(2) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. pencegahan perkawinan usia anak
b. penguatan Kelembagaan
c. pendampingan dan pemberdayaan

/



d. pengaduan
e. kebijzrkafl, sti-at€gi, prograni dan kegiat€iily€iilg betperspektif afibJ<i

f. monitoring dan evaluasi; dan

BAB III
PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK

Pasal 4
(1) Pencegalian Perkawinan usia anak dilakukan oleh;

a. pemerintah daerah; -,

b, orang tua;
c. anak;
d. keluarga;
e. masyarakat; dan
f. pemangkukepentingan

(2) peiiaiigailaii pcfkawinan usia anak emekiikefi fnclalui ltcgiaten

pendampingan dan pemberdayaan, y€rng dilakukan oleh Pemerintah Daerah,

Or,angtua, Keluarga, dan masyarakat,

Ppsal 5

(1) Pem6rin6h Daefah menimUSkd:n tlan mcleksaiialiail li6blekeii iipaya
pencegahan Perkawinan Usia Anak dengan qensinergikan kebijakan dan

mewujudkan KLA dengan mempertimbangkan kearifan lokal,

(2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disesuaikan dengan kemampuan keuang€rn, sumberdaya, dan kewenangan

yang dimiliki, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.
(3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengedepenkan kependn$an terbaik bagi anak.

Pasal 6
(1) Dinas Kesehatan, PtiSk€smas, den RSUD wajib meng'iipayaken penleriksaan

kesehatan bagi anak yang akan melakukan Perkawinan Usia Anak.

(2) Dinas Kesehatan bertanggung jawab:

a. menyelenggarakan program-program kesehatan untuk mencegah

perkawinan anak;
b. memberikan edukasi, informasi dan konseling mengenai kesehatan

reproduksi dan seksual bagi anak, remaja dan lembaga pendidikan;

c. rnenyediakan layanan kesehatan reproduksi yalg mudah di akses.

(3) Menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
(4) Mefnastikan terpenuhinya hak kesehatalr dasar dalr kesejahteraqn anak;

(5) Mengutamakan pemenuhan Hak Anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu

ulang, dan kegiatan budaYa; dan
(6) Memastikan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

BAB IV
INDIKATOR KLA

Pasal 7

1



(1)DP3AP2KBwajibmelakukanperlindungaJldanpembinaankepadaanakyang
rneliikukiiri lierk iiiriniiil usia iiriak.

(2) DPSAP2KB bertanggung jawab;

a- rtlgrlgkanpanyekal pendidikan masyalakat tents'P'g p€rencartagr-r kelr'rarga

danpembinaanketahanankeluargauntukmencegahperkawinananak;
b. memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis bagi UPT PPPA untuk

melakukan upaya-upaya Pencegahan dan Pelaporan Perkawinan Usia

Anak;
c.memperkuatkelembagaamFdilriAns},ag6rdapatber'per"dfla]fttfddlam

upaya-upaya pencegaltan dan pelaporan perkawinan usia anak'

d. memperkrrat pro-o"i, pemantauan dan evaluasi Kabupaten Layah Anak

dan Desa Ramah Anak.

Pasal 9

(1)DihassosialwajibmengupayzrJranPendampingafl/Peilguetan,rehabilit€isidirn
reintegrasi sosial kepada anak yang melakukan perkawinan usia anak'

(2) Dinas sosial bertanggung jawab:

a.menyediakandatapenerimamanfaatyangakuratdanskemaperlindungan
sosialberupaiami.rankesehatandanbeasiswapendidikanbagisiswa
untuk mencegah Perkawinan anak;

b. menyediakan skema pemberdayaan ekonomi bagi orang tua siswa;

c. menyediakar Rumatr Petlindungen bagi anak-aflak yang menjadi korSan

kekerasan menolak perkawinan anak;

Pasal 8

(1)DinasPendidikanw4iibberikansosialisasi,fasilitasidanpeilbekElankepade
grrru bimbingan Konseling terkait dengan Kesehatan Reproduksi dan

Pendidikac Scksual.
(2) Dinas Pendidikan wajib memberikan penguatan' pendampingan dan fasilitasi

kepada anak yang melakukan Perkawinan Usia Anak untuk tetap

memperoleh Pendidikan disekolah yang di inginkan'

(3) Dinas pendidikan wajib memenuirl trat< pendidikan dasar 12 (dua belas)

tzihun. \
(4) Dinas Pendidikan bertanggung jawab;

a. menye lenggarakan p.og.* dan kegaiatan lrnt'uk mencapai wajib belajar

12 (dua belas) tahun.
b. menyempurnakan kurikulum pendidikan formal dan non formal terutama

berkaitandengankesehatanreprodrrksidanseksualuntukmencegah
perkawinan usia anak;

e.mcmbaiiguiisafanadanprasaiaiiaPeliditltl{amtci"iitamaiiiitirk
memperluasaksesdanketerjangkauandalampemenuhanwajibbelajar12
(dua belas) ta'hun; dan

d. mewujudkan sekolah Ramah Anak dan Pengajaran yang aman dari segala

' bentuk kekerasan.

(1)PemerintahDeara}rmelakukankoordinasidenganKantorKementerianAgama
kabupaten dalam hal penyelenggilraan lembaga pendidikan di bawah

Pasal 10

Kementerian Agama.



(2) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama

inelakukan pencegerhan perkawinan usia €i-riEik melalul kegiat rii:
a. menyelenggarakan sosialisasi persiapan berumah tarrgga dan parenting

serta peratlrt'al per-undang-undangan yang t€rkalt dct}gan anak;
b. memberikan konseling kerohanian bagi anak dan remaja;

c. memberikan kursus calon pengantin;
d. melakukan monitoring bagi anak yang melakukan perkawinan usia anak

dalam kurrn waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan anak; dan

e. riiembedkzlri kohseling pefkawinan bagt anek yaflg meldkukAn pelkawlnelr

usia anak.

Pasal 11

(l)Pemerintahan Desa berkewajiban memfasilitasi dan mengkoordinasikan
upaya pencegahair perkziwinan usia anak.

(2) Pemerintahan Desa bertanggungiawab :

e; rrr€rr]eslln kebijakan pencegahan perkawinan usia anak
b. memfasilitasi kegiatan pemberdayaan dalam rangka pencegahan

perkawinan usia anak
c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya pencegahan

perkawinan usia anak

Fasal 12

(1) Orangtua kewajiban mencegah perkawinan usia anak dengan cara :

a. memenuhi dan mendukung wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagai

bentuk pemenuhan hak anak;
b. mengetahui, memahami, dampak perkawinan anak dan mengambil sikap

untuk tidak menikahkan anaknya dibawah usia 19 (Sembilan belas)

tahun;
c. memberikan pendidikan dan pengetahuan kesehatan reprodrrksi dan

k+oehatan $cksual.
(2) Orangtua berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pengasuhan,

bimbingan, pengawasan dan perlindungan, serta contoh dan/ atau teladan

kepada anak agar tidak melakukal perkawinan pada usia anak.

Pasal 13

(1) Anak berpiirtisipasi untuk menceg€ih tedadiaya perkawlnarri usia irriiik pada

dirinya dan teman sebaya.
(2) Setiap q4ak beqperan dalam melakukan upaya peqcegahat] Perkqv/i4an usia

anak pada dirinya dengan cara antara lain:
a. mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun:
b. menolak dinikahkan pada usia anak:
c. mengembangkan minat, bakat dan kreatifitasnya untuk menjamin

ketahaxafi den rnasa depannya; dari
d. memperoleh pengetahuan tentang kesehatan reproduksi'

(3) Anak bErperan unt.uk rn€l-1eegah pcrkawinan [r$ia anak pada ternan

sebayanya, antara lain melalui:
a. menyebarluaskan informasi tentang kesehatan reproduksi dalam upaya

mencegah perkawinan usia anak.
b. menyampaikan pesan tentang resiko perkawinan usia anak:



c. membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakr:kan kampanye
penceg€ihiiil perkawiilair usia anali di sekolah itreupun di inasyarakat.

Pasal 14
(1) Kewajiban rnasyarakat dalarn pencegahan perkawinan usia eflak

dilaksanakan berjejaring dengan Pemerintah Dearah yang melibatkan
kpnselor yar-I-g r-r,reliputi konselor, psikplogt, hul*urrn, kcsehetanr sasiflli
kerohanian, organisasi.

(2) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya unturk berperan aktif dalam
program dan kegiatan pencegahan perkawinan usia anak mulai dari proses
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi. 1i

(3) Pefea inasyaiiiikat dapet dilaikukiifi 6leh isefseofanigan, lemrEaga perltaduflgein
arrak, lembaga kesejahteraan Sosial, organisasi Kemasyarakatan, Lembaga
Pendidikan, Media, Masa, dan Durnra urp#h*, .

(4) Masyarakat berkewajiban berpartisipasi dalam mencegah perkawinan usia
anak dengan cara:
a. memberikan sosialisasi, pelatihan, dan inisiasi terkait dengan terkait

dengan peraturan perundang-undang tentang anak;
b. inclalmkeil Pendidikaii masyafekat tenraiig penfiilgilya pcndi€liken

kesehatan reproduksi sebagai upaya pencegahan perkawinan usia anak,
dalam kegiatan sosial, keagam'aan; adat berbagai pendidikan non formal;

c. memberikan masukan datam'p"ro*rr"an yang terkait upaya pencegahan
perkawinan usia anak sejak proses Musrenbang lingkungan terdekatnya;

d. melaporkan kepada pihak berwenang dalam hal terdapat indikasi
terjadinya pemaksaan perkawinan usia anak:

e. berpefen akfif delAm pfoSeS rehabilia$ii cteri reiarcg esi Sosieil beg.i eriak
yang menikah pada usia anak:

f, berjejaring dengan lembaga-lembaga pemerintahan antara lain: Gugus
Ttrgas KLA, UPTDPPA; dan

g. menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau deklarasi pencegahan
' perkawinan usia anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan selumh

pemangku kepentingan.

Pasal 15
( 

-1- ) Pernan gku kepe n tlngan ber-tan ggurng i awab unfi ,rk ;

a. melalnrkan koordinasi dengan pihak terkait pencegahan perkawinan usia
anak.

b. memfasilitasi kegiatan pencegahan perkawinan usia anak,dan
c. melaksanakan kegiatan upaya pencegahan usia perkawinan anak melalui

kainisailfe publik.
BAB V

PENGUATAN KELEMBAGA&N

Pasal 16
(1) Penguatan kelembagaan dalarn penee$ah,i-ri driil pen€ingri,it€iil pefk€lwiiraril usia

anak dilaksanakan melalui kedasama dan koordinasi, fasilitasi, pendidikan
dan pelatihan serta sinergi dengan program dan kegaiatan,
a. gugus tugas KLA
b. sekolah dan/atau lembaga pendidikan



c. forum anak;
d. orgariisaSi pel4jarr dan tnahasisweii
e. organisasi pemuda;
f. organisasi kcmasyarakatan;
g. organisasi perempuan; dan
h. lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan

anak.

BAB \rI
PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 17

(1) Pendampin$nn bagi anak yang meldkiikan pCfkZiwiiian pada Usia anak, dafl
bagl orangtua, keluarga dilakukan dengan cara, antara lain:
€r, orangtua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya,harus

meminta pendapat dari psikolog anak atau konseler demi kepentingan
terbaik bagi anak:

b. layanan psikolog anak atau konseler dapat diberikan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan masyarakat atau dirujuk melalui Lembaga layanan
terkAit yang kompeten

c. orangtua yang aka:n memohonkan dispensasi kawin bagl anaknya
berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan bagl anak yang
bersangkutan dimmah sakit atau puskesmas.

d. kepala dinas Kesehatan melalui IPI Puskesmas dan Rumah Sakit Dearah
dapat mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang melakukan
perkawinan.

BAB VII
PENGADUAN

Pasal 18

(1) Setiap orang yang melihat, inengetahui, dan/atau tflendengirr adeinya
perkawinan usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung
atau tidak langsung kepada lembaga yang berwenang rn-enerima pengaduan.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada
DP3AP2KB melalui UPTD PPA

(3) UPTD PPA berkewajiban menindak lanjuti pengaduan mengacu pada Standar
pelayanan minimal yang berlaku.

BAB VIII
MONITORING DAN EVATUASI

Pasal 19

(1) Monttoring dan evaluasi pelirksiiilean pencegahan dan penarigelliifl
perkawinan usia anak dilaksanakan oleh DP3AP2KB.

I

I



(2) Daiam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (l), DP3AP2KB membangun sistem monitoring dan evaluasi

terpadu.
(3) DP3AP2KB dalam melakukan monitoring da-l1 evaluasi pelaksanaan kegiatan

pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia anak dilakukkan secara

berkala dan be{enjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan

desa/Kelurahan.
(4) DP3AP2KB dalam melaksanakan monitoring dan. evaluasi berkewajiban

men5rusun laporan.

Pasal 20

(1) Pembiayaan program dan kegiatan yang mendukung pencegahan dan

penang€rnan perkawinan usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

(2) Pembiayaan prograrn dan kegiatan pencegahan dan penanganan perkawinan

usia anak yang dila-kukan oleh Pemerintah Desa dianggarkan delam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Sumber lain yang sah dan

ridak mengikat.
(3) Pembiaayaan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan

perkawinan usia anak yang dilakukan oleh lembaga non pemerintah

dianggarkan sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing'

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2 I
Peraruran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal 13 o

.tp'L\

BUPATI PADAN AS ARA,

AN AR AMIN HARAHAP

Diundangkan di Gun
Pada tanggal \j o?to ')r

SEKRETARiS D KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

BURHAN HARAHAP

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG T,AWAS UTARA TAHUN ZOZI NOMOR 4!-


